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ABSTRAK

ANALISIS REGULASI INSTRUMEN PENDANAAN LINGKUNGAN
HIDUP SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

RIDUAN

Regulasi adalah peraturan yang dibuat sebagai suatu cara yang digunakan untuk
mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Perlunya Regulasi Instrumen
Pendanaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya pembangunan
berkelanjutan. Pembangunan diyakini tidak dapat berjalan tanpa adanya Regulasi
Instrumen Pendanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat
regulasi instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan
berkelanjutan dan Regulasi Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup yang Ideal
Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif, karena menggunakan data kepustakaan, dengan pendekatan
yuridis nomatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat
disimpulkan bahwa manfaat Regulasi Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup
Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan adalah; a. Memberikan kepastian
hukum pada setiap pengguna lingkungan hidup baik itu masyarakat maupun
pemerintah; b. Agar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dapat berjalan
dengan efektif dan efesien, memenuhi pinsip dan kehati-hatian serta benar-benar
mengarah keberlanjutan; c. Valuasi lingkungan hidup terarus utamakan kedalam
penghitungan ekonomi suatu pengguna; d. Membantu pengguna dalam melihat
potensi dampak usaha atau kegiatannya dan bentuk mitigasi yang diperlukan.
Temasuk biaya teknologi untuk mitigasi dampak tersebut; e. Ada jaminan dari
pengguna atas biaya pemulihan lingkungan hidup dari pencemaran yang
dibuatnya; f. Pemerintah dapat mengetahui setiap jenis usaha/kegiatan di wilayah
administrasinya termasuk bentuk potensi dampak dan penghitungan biaya
pemulihan lingkungan hidup yang harus di serahkan oleh penanggung jawab
usaha/kegiatan. Regulasi Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup yang Ideal
Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan melaksanakan secara konsisten
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yaitu; 1. Dana Jaminan
Pemulihan Lingkungan Hidup; 2. Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pendanaan Pusat dan Daerah;
3. Dana Amanah dan Bantuan Konservasi.

Kata Kunci : Regulasi, Pendanaan, Lingkungan Hidup, Pembangunan
Berkelanjutan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda,
daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
mahluk hidup lain sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Dan lingkungan hidup dapat juga
dikatakan sebagai ruang yang ditempati oleh suatu mahluk hidup bersama
dengan benda hidup dan benda tak hidup. Keberadaan lingkungan hidup
sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Apabila terjadi kerusakan
lingkungan hidup maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Globalisasi
dan reformasi merubah nilai dan pola pikir terhadap mengambil kebijakan
tentang lingkungan. Mengingat pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan
manusia, pemerintah baik pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan-
kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, peran
serta masyarakat dalam menjaga dan meletarikan lingkungan hidup sangat
dibutuhkan karena masyarakatlah yang secara langsung berhadapan dengan
masalah lingkungan. Dengan program yang berwawasan lingkungan
diharapkan selain pembangunan itu sendiri berhasil juga lingkungan tidak

mengalami penurunan kualitas.*

'Sriyanto jurnal geografi, 2007 KondisiLingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek
Pembangunan ke DepanVol.4. No 2 him 108



Penurunan lingkungan hidup yang kian hari kian menurun dengan
diiringinya perkembangan zaman dan teknologi serta pembangunan yang
tidak memperhatikan lingkungan dan tidak adanya upaya untuk melestarikan
kembali lingkungan yang telah rusak. Secara global permasalahan lingkungan
sebenarnya bukanlah merupakan hal yang sama sekali baru, meskipun ia baru
mendapat perhatian serius di hampir semua negara mulai sekitar tahun 1970-
an, yaitu setelah di adakannya United Nasion Conference on the Human
Environment di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972.2.

Problem lingkungan hidup dewasan ini menghadapi masalah yang
cukup kompleks dan dilematis. keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak
menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan. Dari perspektif lingkungan,
keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan
ekonomi dan tercapainya pemerataan tetapi juga kelestariannya lingkungan
dimana pembangunan itu berlangsung. Jika lingkungan rusak maka sumber-
sumber untuk pembangunan itu sendiri akan semakin menipis dan langka.
Lingkungan sebagai tempat hidup akan terasa sesak dan tidak nyaman dengan
demikian maka kerusakan lingkungan akan mengancam tidak saja terhadap
keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga akan mengancam
eksistensi manusia.®.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tumbuhnya

industri yang begitu pesat pada saat itu tentunya dirasakan pengaruhnya baik

’Akib Muhammad, 2016, Hukum lingkungan perspektif global dan nasional cet. 3
Rajawali pers, Jakarta, him 5
*Ibid



itu yang menyangkut dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak
positifnya tentunya terjadi peningkatan mutu dan kualitas hidup yang lebih
kompleks dengan ditandai dengan adanya kesenangan dan impian manusia
yang menjadi lebih mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan mereka
sehari-hari. Akan tetapi dampak negatif dari adanya revolusi industri ini
tentunya harus lebih diwaspadai untuk tidak terjadi suatu kerusakan dalam
tatanan lingkungan yang ada baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan
sosial. Dalam perkembangannya, tatanan lingkungan hidup maupun
lingkungan sosial hendaknya senantiasa diperhatikan agar tidak
mendatangkan berbagai jenis bencana. Untuk itu diperlukan tanggung jawab
dari semua elemen masyarakat dalam menjaga tatanan lingkungan hidup dan
lingkungan sosial sehingga diharapkan akan tercipta suatu cara pandang yang
lebih baik dalam memandang lingkungan itu sendiri.*

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) menurut
UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi ~ pencemaran, pemanfaatan, pengendalian,  pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum.’> Pada dasarnya Undang-undang ini
belum bisa dikatakan maksimal dalam mengatasi malasah lingkungan perlu

adanya pembaharuan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup karena masih

*Rensi Pebreni Jurnal Lingkungan Hidup, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
dengan pengelolaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan March 22,
2012him 1-2

*http://referensi.elsem.or.id-uu-no-32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan
lingkungan hidup di akses pada 8 november 2018 pukul 20:35




banyak masalah yang belum teratasi. Sebagaimana yang kita ketahui
pengelolaan  lingkungan  juga  membutuhkan  pendanaan  dalam
pelaksanaannya maka dibentuk lah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang meliputi :

a. Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi

b. Instrumen pendanaan lingkungan hidup

c. Insentif dan/atau disentif

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 43 ayat (4) UU Nomor
32 Tahun 2009, dan ditujukan melalui PP Nomor 46 Tahun 2017. Substansi
Undang-undang ini masih sangat umum. Karena itu undang-undang ini
mengamanatkan peraturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2017. Substansi instrumen ekonomi ini, memuat beberapa
terobosan baru dalam upaya pengendalian lingkungan hidup. Masalahnya
adalah seberapa jauh substansi ini dapat dilakukan secara operasional.
misalnya contoh substansi instrumen pendanaan lingkungan. Poin ini
membuka kemungkinan sumber-sumber pendanaan bagi pengelolaan dan
perlindungan lingkungan. Terdapat kewajiban dari berbagai pihak untuk
menyediakan dana bagi pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
Sebagaimana diketahui instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah

amanat undang-undang, karena itu tidak ada alasan untuk tidak
melaksanakannya. Setiap orang adalah subjek dari undang-undang ini, karena
itu adalah kewajiban semua orang untuk melaksanakannya. Substansi

instrumen ekonomi lingkungan hidup, sekaligus merupakan peluang bagi



usaha. Dengan undang-undang itu, akan dikembangkan usaha-usaha untuk
memfasilitasi pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Karenanya
penggunaan instrumen pendanaan lingkungan hidup selayaknya dapat segera
diwujudkan karena dari satu sisi instrumen tersebut dapat mempengaruhi
estimasi harga tetapi juga akan memberikan suatu keputusan perilaku bisnis
atau usaha yang lebih mengutamakan konservasi sumber daya dan pemulihan
lingkungan hidup.®

Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah mewujudkannya dalam
sebuah bentuk kebijakan dengan berpijak pada suatu kemanfaatan. Hemat
peneliti ini wajib menjadi dasar setiap keputusan pemerintah didalam
membuat ataupun mendukung program ekonomi. Jadi jika hanya mengejar
sisi manfaat secara ekonomisnya saja akan tetapi harus wajib ada
pertimbangan ekologisnya juga. Pemerintah harus ada tekad yang kuat,
dengan merasa wajib hukumnya untuk berpijak pada pendanaan pengelolaan
lingkungan pada setiap kebijakan yang dibuat, terutama kegiatan yang
berkaitan dengan sumber daya alam. Karena undang-undang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan dapat terwujud secara maksimal
manakalah minimnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup.
Karena untuk menjadi lingkungan sebagai wujud upaya pembangunan
berkelanjutan harus dapat didampingi dengan pendanaan yang memadai.

Kedepan instrumen pendanaan lingkungan hidup ini, diharapkan sarana

®Khalisah Hayatuddin, 2017, Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup
Berbasis Asas Manfaat Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Industri
Tekstil Rumah Tangga di Kota Palembang. Deksertasi, him 30



paling cepat dalam upaya pengendalian pencemaran dan pelestarian fungsi
lingkungan.’

Maka dari uraian latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk
mengangkatnya dalam penulisan skripsi ini dengan judul ANALISIS
REGULASI INSTRUMEN PENDANAAN LINGKUNGAN HIDUP
SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah sebagai
sebagai berikut :

1. Apakah manfaat Regulasi Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagai
upaya pembangunan berkelanjutan ?

2. Bagaimana regulasi instrumen pendanaan lingkungan hidup yang ideal
sebagai upaya pembangunan berkelanjutan ?

. Ruang lingkup dan tujun penelitian

Ruang lingkup uraian jelas dalam penyusunan skripsi ini, regulasi
instrumen  pendanaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan

berkelanjutan.

Adapun tujuan di lakukan penelitian ini, adalah untuk menganalisis dan

menyelidiki

1. Manfaat analisis regulasi instrumen pendanaan lingkungan hidup yang

ideal sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.

’Ibid,hlm 33.



2. Analisis regulasi instrumen pendanaan lingkungan hidup yang ideal
sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu
pengetahuan terkhususnya bagi penulis mengenai regulasi instrumen
pendanaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan
hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti.
Konsep merupakan salah satu unsur kongkrit dari teori. Namun demikian,
masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan
memberikan defenisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat di ambil
misalnya dari peraturan perundang-undangan. Untuk memahami dan
memperjelas uraian serta bahasan serta kandungan judul ini terhadap ruang
lingkup penelitian, maka di perlukan penjelasan dan pengertian Kkata,

beberapa yang harus di uraikan yaitu:

1. Regulasi adalah pengaturan®suatu cara yang digunakan untuk
mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu.

2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan
mahluk hidup didalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang
mempengaruhi  keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan

manusia dan mahluk hidup lainnya.’

8Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia
*Undang-undang Nomo 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup



3. Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup adalah suatu sistem dan
mekanisme pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.™

4. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa
kini dan generasi masa depan.**

E. Metode Penelitian
Metode ini termasuk jenis penelitian hukum normatif adalah suatu
prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan hukum dari sisi normatifnya.'?

1. Metode pendekatan hukum normatif

Metode pendekatan yang akan dipergunakan untuk memecahkan
rumusan masalah berbeda-beda disesuaikan dengan rumusan masalah
penelitian. Macam-macam metode pendekatan tersebut antara lain :

a. Pendekatan Deduksi yaitu metode penyelidikan didasarkan pada asas-
asas yang bersifaf umum untuk menerangkan peristiwa yang bersifat
khusus atau dari teori yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang

bersifat konkrit.

PP Nomor 46 tahun 2017

| ihat Pasal 1 angka 3 UUPPLH-2009

lbrahim Johnny, 2013, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif cet.7
Banyumedia Publishing, Malang, him 57



b. Pendekatan Induksi yaitu metode penyelidikan yang didasarkan pada
peristiwa-peristiwa khusus kemudian ditarik kepada pengertian-
pengertian yang bersifat umum.

c. Pendekatan Dialiktis yaitu metode penyelidikan dengan dialog atau
tanya jawab untuk memperoleh jawaban atau pengertian-pengertian
tertentu.

d. Pendekatan Filosofis yaitu suatu metode yang dalam penyelidikannya
membahas sesuatu secara abstrak melampaui kenyataan (transendensi)
metode penyelidikan filosofis ini digunakan untuk penelitian tingkat
deksertasi.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau
kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum,
baik bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier, dan
bahan non hukum, penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan
dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak

dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

3. Teknik pengolahan data

Pengelolaan data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa
melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu
dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun pengelolaan
data yang digunakan peneliti yang sifat deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam

menganalisa berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas
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subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.
Serta, menggunakan pendekatan kasus yaitu dalam penelitian hukum
normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaedah hukum yang

dilakukan dalam praktik hukum.

. Sistematika Penulis

penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab
memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain yang meliputi :
BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan
tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sitematika penulisan
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian teori
erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu mengenai :

1. Regulasi

2. instrumen pendanaan lingkungan hidup

3. Pembangunan berkelanjutan

BAB Il PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan
menguraikan manfaat regulasi instrumenpendanaan lingkungan hidup sebagai
upaya pembangunan berkelanjutan dan regulasi instrumen pendanaan
lingkungan hidup yang ideal sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab empat ini  berisi  kesimpulan dan  saran-saran
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